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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya
dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)
Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan
Hilir yang dilaksanakan oleh Tim Inver berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Nomor kpts/183/11/2018 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan
Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)
sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Sebagaimana Pelaksanaan

Inventarisasi dan Verifikasi PTKH dilakukan melalui tahap :

[EN

. Tahap Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

N

. Tahap Sosialisasi Kegiatan PPTKH

w

. Tahap Pendaftaran Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

D

. Tahap Persiapan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

(62}

. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
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6. Tahap Pengolahan dan Analisis Data Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
7. Tahap Pelaporan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
Berdasarkan tahapan diatas adanya kendala yang dihadapi, yaitu terdiri dari :

1. Terbatasnya waktu dan tenaga yang dimiliki oleh Tim Inver Di
Kabupaten Rokan Hilir karena Tim Inver juga merangkap sebagai
perangkat di pemerintahan.

2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan
inventarisasi dan verifikasi PTKH.

3. Peta Administrasi Desa yang belum jelas, sehingga mempersulit Tim
Inver yaitu Regu Pelaksana PTKH di Kabupaten Rokan Hilir dalam

memverivikasi data.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada
pemerintah  Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Tim Inventarisasi dan
Veirifikasi PTKH untuk memaksimalkan kegiatan Inventarisasi dan Veirifikasi
PTKH di periode selanjutnya agar Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagi
perangkat desa, kiranya memperbaharui dan menetapkan peta admnistrasi yang
jelas dan benar sehingga apabila ada program pemerintah yang baru, pendataan

akan lebih mudah dan cepat.
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